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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

                                         

A. Latar  Belakang  Masalah 

Pada umumnya masyarakat Indonesia menggunakan protokol 

layanan di internet menggunakan www (world wide web). Adanya internet 

membuat penggunanya semakin banyak dan berkembang, tidak hanya 

masyarakat Indonesia tetapi hampir seluruh dunia. Internet juga mempunyai 

pengaruh yang besar atas ilmu, dan pandangan dunia. Dengan hanya 

berpandukan sistem pencari seperti Yahoo atau Google, pengguna 

mempunyai akses internet yang mudah atas bermacam-macam informasi. 

Dibanding dengan buku dan perpustakaan,  Internet merupakan solusi yang 

cepat, tidak memakan waktu yang lama untuk mencari. Internet telah 

menciptakan dunia baru yang dinamakan cyberspace,
1 yaitu sebuah dunia 

komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru 

berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata). 

Hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadinya suatu 

tindak pidana melalui dunia maya yang sering dikenal dengan nama cyber 

crime. Cyber crime, yang selanjutnya disingkat CC, merupakan salah satu sisi 

gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat 

luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.
2
 Di Indonesia telah 

                                                 
1 Agus Rahardjo, Cybercrime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi, 

(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), 55. 
2 Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di 
Indonesia, (Jakarat: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 1. 
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banyak terjadi kejahatan di dunia maya atau cyber crime. Salah satu contoh 

kasus yang sempat menggegerkan Indonesia adalah pada tahun 2014 Tindak 

Pidana Transaksi Elektronik Dan Pornografi Studi Putusan Nomor: 

2191/Pid.B/2014/PN.Sby. 

Walaupun dilakukan secara virtual, kita dapat merasa seolah-olah 

ada di tempat tersebut dan melakukan hal-hal yang dilakukan secara nyata, 

misalnya bertransaksi, berdiskusi dan banyak lagi. Perkembangan Internet 

yang semakin meningkat baik teknologi dan penggunaannya, membawa 

banyak dampak baik positif maupun negatif. Khususnya dalam bidang 

perekonomian, Internet membawa dampak baik positif maupun negatif. 

Tentunya untuk yang bersifat positif yaitu dimulai dari banyak transaksi jual 

beli yang sebelumnya cuma dengan bantuan telepon untuk informasi 

transaksi dan sarana transaksinya dengan jasa pos atau dengan tatap muka 

langsung yang membutuhkan proses transaksi yang lama, tetapi dengan 

internet, transaksi jual beli secara elektronik ini seseorang dapat melakukan 

transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun dengan 

mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu tanpa harus bertatap muka 

langsung. 

Transaksi jual-beli yang merupakan kegiatan bisnis perdagangan 

melalui internet dikenal dengan istilah electronic commerce (e-commerce). 

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, transaksi jual-beli melalui internet termasuk dalam 

transaksi yang menggunakan sistem elektronik elektonik internet sehingga 
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3 

dalam bahasa undang-undang disebut transaksi elektronik. Pengertian 

transaksi elektronik dalam Pasal 1 UU ITE butir 2 disebut bahwa transaksi 

elektronik adalah ‚Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan 

komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.‛
3
 

Dengan pengaturan diatas menerangkan bahwa bahwa pemerintah 

mendukung kegiatan tersebut berdasarkan pertimbangan pemanfaatan 

internet dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
4
 Selain mempunyai dampak positif 

yang besar, pemanfaatan internet juga mempunyai dampak negatifnya bagi 

kehidupan masyarakat, salah satunya adalah timbulnya kejahatan. 

Dampak negatif dapat timbul apabila terjadi kesalahan yang 

ditimbulkan oleh peralatan komputer yang akan mengakibatkan kerugian 

besar bagi pemakai (user) atau pihak-pihak yang berkepentingan. kesalahan 

yang di sengaja mengarah kepada penyalahgunaan komputer.
5
 Tidak dapat 

dipungkiri bahwa kemajuan tekonologi dan pengetahuan bisa membuat 

kemajuan mengenai kejahatan juga berkembang. Pelaku kejahatan apapun 

tidak mengenal tempat atau dengan cara apapun selama bisa dijadikan tempat 

melakukan kejahatan. Di dalam dunia internet, potensi pelaku kejahatan 

melakukan kejahatan sangatlah besar dan sangat sulit untuk ditangkap karena 

                                                 
3 Indonesia, Undang -Undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 

pasal 1 butir 2. 
4 Indonesia, pertimbangan Undang-Undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dn Transaksi 

Elekronik, butir e. 

 
5 Andi Hamzah, Aspek -Aspek Pidana di Bidang Komputer, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990),  23-

24. 
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antara orang yang ada didalam dunia maya ini sebagian besar fiktif atau 

identitas orang per orang tidak nyata. 

Kejahatan yang terjadi di dalam Internet dikenal dengan istilah 

cyber crime (kejahatan dalam dunia maya). Dalam pembahasan skripsi ini, 

penulis lebih menekankan kepada salah satu bentuk kejahatan dalam 

transaksi elektronik yaitu kejahatan penipuan akibat transaksi elektronik dan 

pornografi melalui online (internet) dalam Studi Putusan Nomor: 

2191/Pid.B/2014/PN.Sby. Tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 KUHP 

adalah ‚Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu ataupun 

rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang 

sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan 

piutang.‛
6
 

Adapun tindak pidana elektonik dan pornografi dalam putusan 

Nomor: 2191/Pid.B/2014/PN.Sby Berawal ketika terdakwa mengirimkan 

permintaan pertemanan kepada saksi Fedorike Yaphilia , saksi Stephanie 

Caroline, saksi Ivana Wardana dan saksi Devina Dea dengan akun facebook 

‚Evi Urwatul Wusqo‛ kemudian para saksi menerima permintaan pertemanan 

dari pemilik akun facebook  milik terdakwa, setelah para saksi 

mengkonfirmasi akun facebook  milik terdakwa para saksi mulai berteman 

via facebook, dengan cara terdakwa mengirimkan chat/ obrolan ke inbox/ 

pesan masuk akun facebook milik para saksi. 

                                                 
6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XXV, pasal 378. 
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Pada saat itu terdakwa memperkenalkan diri sebagai Dokter 

Obgyn dengan nama Evi Urwatul Wusqo yang bekerja di RS Mitra Keluarga 

Cibubur. Kemudian dalan obrolan akun facebook terdakwa menanyakan 

perihal menstruasi dan pubertas kepada para saksi  dengan alsan terdakwa 

akan melakukan analisa terhadap organ intim kewanitaan para saksi sehingga 

terdakwa memerlukan foto telanjang para saksi dan juga foto setelah 

mengeluarkan cairan dari kemaluan para saksi, dengan alasan tersebut 

terdakwa meminta kepada para saksi agar mengirimkan foto foto bagian 

tubuh tanpa mengenakan pakaian (telanjang) sesuai permintaan terdakwa, 

seperti bagian payudara, kemaluan para saksi keakun facebook milik 

terdakwa. 

Stelah itu terdakwa mendapatkan kiriman foto foto telanjang 

milik para saksi setelah terdakwa mendapatkan foto foto telanjang tersebut 

terdakwa menyimpannya diflasdish dan membuat akun baru dengan nama 

Hen Wei kemudian terdakwa mengirimkan foto-foto tersebut ke inbox guru 

dari SDN PETRA dengan judul ‚Heboh Demo Bugil Bareng Anak Kelas 6 

SD PERTRA 9 Surabaya dengan menggunakan jaringan internet Speedy PT. 

KSM Adapaun maksud dan tujuan terdakwa meminta foto telanjang  adalah 

hanya untuk iseng saja dan utnuk menyadarkan para orang tua, agar lebih 

memperhatikan anaknya yang masih dibawah umur yang menggunakan 

facebook dikarenakan sangat berbahaya apabila tidak dikontrol seperti studi 

kasus yang terdakwa lakukan. 
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Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, jarimah) diartikan 

sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam dengan 

hukuman hudud, qishash, diyat, atau ta’zir.7 Larangan-larangan syara’ 

tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau 

meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Berdasarkan definisi tersebut 

dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah melakukan perbuatan yang 

dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan, atau 

melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam 

atas keharaman dan diancam dengan hukuman terhadapnya.  

Adapun pengertian jina>yah, para fuqaha menyatakan bahwa lafal 

jina>yah yang dimaksudkan di sini adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh 

syara’, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lain-lainnya. 

Sayyid Sabiq memberikan definisi jina>yah, bahwa istilah jina>yah menurut 

syara’ adalah setiap perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang itu 

menurut syara’ adalah dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya 

mengenai agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda.
8
  

Berdasarkan firman Allah di atas mengajarkan bahwa larangan 

berbuat kerusakan yang dapat memberikan dampak buruk di dalam muka bumi 

ini. Melalui latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian lebih lanjut dengan judul: ‚Tindak Pidana Elektronik Dan 

Pornografi Prespektif Fiqih Jinayah (Studi Putusan Nomor: 

                                                 
7 Ali bin Muhammad bin Habib Mawardi, Al-Ahkâm al-Sulthâniyah, (Beirut: Dar al-Kitab al-

‘Arabi, 1380 H), 192. 
8 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2004), 9. 
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2191/Pid.B/2014/PN.Sby.) ‛  Yaitu kejahatan yang memiliki muatan yang 

melanggar kesusilaan hukuman bagi pelaku gabungan tindak pidana transaksi 

elektronik dan pornografi dalam perspektif fiqh jina>yah. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Melalui latar belakang tersebut diatas, terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat peneliti identifikasi dalam penulisan penelitian ini, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Dampak positif dan negatif terhadap putusan Tinjauan hukum pidana 

Islam terhadap transaksi elektronik yang memiliki muatan yang 

melanggar kesusilaan, (studi putusan Nomor: 2191/Pid.B/2014/PN.Sby). 

2. Hukuman tindak pidana Islam dalam putusan nomor: 2191/ Pid.B/ 2014/ 

PN.Sby. 

3. Analisis fiqh jina<yah terhadap pertimbangan hakim perihal hukuman 

tindak pidana elektronik dan pornografi dalam putusan nomor: 2191/ 

Pid.B / 2014/ PN.Sby. 

4. Analisis fiqh jinayah terhadap sanksi hukum yang dijatuhkan oleh hakim 

perihal tindak pidana elektronik dan pornografi dalam putusan Nomor: 

2191/Pid.B/2014/PN.Sby. 

Adapun batasan masalah yang menjadi fokus peneliti dalam 

penelitian ini, yaitu peneliti akan mengkaji tentang : 
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1. Analisis fiqh jina<yah terhadap pertimbangan hakim perihal hukuman 

tindak pidana elektronik dan pornografi dalam putusan nomor: 2191/ 

Pid.B / 2014/ PN.Sby. 

2. Analisis fiqh jinayah terhadap sanksi hukum yang dijatuhkan oleh hakim 

perihal tindak pidana elektronik dan pornografi dalam putusan Nomor: 

2191/Pid.B/2014/PN.Sby. 

  

C. Rumusan Masalah 

Melalui latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah tersebut 

di atas. Maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagimanakah analisis fiqh jina<yah terhadap pertimbangan hakim perihal 

hukuman tindak pidana elektronik dan pornografi dalam putusan nomor: 2191/ 

Pid.B / 2014/ PN.Sby? 

2. Bagaimanakah Analisis fiqh jina>yah terhadap sanksi hukum yang dijatuhkan oleh 

hakim perihal tindak pidana elektronik dan pornografi dalam putusan Nomor: 

2191/Pid.B/2014/PN.Sby? 

 

D. Kajian Pustaka 

Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang 

beberapa sumber yang membicarakan tentang permasalahan yang ada 

kaitannya dengan penelitian yang peneliti lakukan, adapun masalah tersebut 

diantaranya sebagai berikut: 
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1. Skripsi karya Desi Tri Astutik mahasiswi Fakultas Syari’ah program 

studi Siyasah Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2008 dalam 

skripsinya yang berjudul ‚Tindak Pidana Kejahatan Dunia Mayantara 

(Cyber Crime) Dalam Perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fiqih Jinayah‛. Skripsi 

ini membahas persepsi atau pendapat dari tokoh dalam Undang-Undang 

ITE dalam prespektif fiqih jinayah dimana dalam analisis yang digunakan 

hanya membahas tentang undang-undang dan kejahatan elektronik 

berdasarkan hokum fiqh jinayah. Dalam undang-undang kejahatan 

tersebut diancam dengan kejahatan Cyber Crime. 
Sedangkan dalam fiqh 

jinayah di hukum dengan hukuman takzir.9 

2. Skripsi karya Dwi Eka Wiratama mahasiswa fakultas hukum Universitas 

Brawijaya Malang 2009 dalam skripsinya berjudul ‚Tinjauan Yuridis 

Pembuktian Cyber Crime dalam Perspektif Hukum Indonesia‛. Skripsi 

membahas tentang pembuktian secara hukum Indonesia serta yuridis. 

Dalam skripsi ini peneliti lebih fokus terhadap pembuktian Cyber Crime 

menurut undang-undang atau hukum positif dimana hukuman tersebut 

dijatuhi hukuman berdasarkan bukti-bukti yang di dapat.
10

 

3. Skripsi karya Gabe Ferdinal Hutagalung mahasiswa Universitas Sumatera 

Utara Medan 2010 dalam skripsinya berjudul ‚Penanggulangan Kejahatan 

                                                 
9 Desi Tri Astutik, ‚Tindak Pidana Kejahatan Dunia Mayantara (Cyber Crime) Dalam Perspektif 
Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fiqih 
Jinayah‛ (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008). 
10 Dwi Eka Wiratama, ‚Tinjauan Yuridis Pembuktian Cyber Crime dalam Perspektif Hukum 
Indonesia‛. (Skripsi--Universitas Brawijaya, Malang, 2009).  
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Mayantara (Cyber Crime) Dalam Perspektif Hukum Pidana‛. Skripsi ini 

membahas tentang kebijakan formulasi penanggulangan kejahatan 

mayantara secara menyeluruh. Dimana peneliti lebih focus terhadap 

penanggulangan kejahatan Cyber Crime 
. baik dampak maupun sebab 

akibat dalam kejahatan Cyber Crime 
.
11

 

Berdasarkan kajian di atas jelas membedakan dengan penelitian 

yang penulis buat. Hal ini nampak jelas dari permasalahan yang diangkat 

Peneliti dalam tulisan ini mengangkat tentang tindak pidana pengaksesan 

sistem elektroknik dan transaksi elektronik prespektif fiqih jinyah diharapkan 

dapat menambah khasanah ilmu dan wawasan baru terutama di bidang ilmu 

hukum pada umumnya. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian 

ini, maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui analisis fiqh jina<yah terhadap pertimbangan hakim 

perihal hukuman tindak pidana elektronik dan pornografi dalam putusan 

nomor: 2191/ Pid.B / 2014/ PN.Sby. 

2. Untuk mengetahui dan memahami analisis fiqh jinayah terhadap sanksi 

hukum yang dijatuhkan oleh hakim perihal tindak pidana elektronik dan 

pornografi dalam putusan Nomor: 2191/Pid.B/2014/PN.Sby. 

 

                                                 
11 Gabe Ferdinal Hutagalung, ‚Penanggulangan Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) Dalam 

Perspektif Hukum Pidana‛ (Skripsi--Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010).  
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F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian 

ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, 

sebagai berikut: 

1. Teoritis 

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat 

memberikan sumbangsih khazanah keilmuan, khususnya dalam hukuman 

elektronik dan pornografi prespektif fiqih jinayah (studi putusan Nomor: 

2191/ Pid.B/ 2014/ PN.Sby.). Dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

literatur dan referensi, baik oleh peneliti selanjutnya maupun bagi 

pemerhati hukum Islam dalam memahami hukuman elektronik dan 

pornografi prespektif fiqih jinayah (studi putusan Nomor: 

2191/Pid.B/2014/PN.Sby). 

2. Praktis 

Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat 

memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat, khususnya 

masyarakat dan pemerhati atau peneliti lebih lanjut tentang hukuman 

elektronik dan pornografi prespektif fiqih jinayah (studi putusan Nomor: 

2191/Pid.B/2014/PN.Sby). 

 

G. Definisi Oprasional 

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan 

penelitian ini, dan untuk berbagai pemahaman interpretatif yang bermacam-
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macam, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Tindak Pidana Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan 

dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media 

elektronik lainnya.
12

 

2. Tindak Pidana Pornografi: adalah sebuah transaksi yang dijadikan akses 

di internet. Dimana dalam putusan nomor: 2191/Pid.B/2014/PN.Sby 

terjadi tindak pidana transaksi elektronik dan pornografi yang 

mengakibatkan kejahatan kesusilaan serta transaksi elektronik dalam 

media yang mengakibatkan tindak pidana gabungan antara tindak pidana 

elektronik dan pornografi. 

 

H. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kajian pustaka, yaitu penelitian 

terhadap ‚Tindak Pidana Elektronik Dan Pornografi Prespektif Fiqih Jinayah 

(Studi Putusan Nomor: 2191/Pid.B/2014/PN.Sby) ‛. 

1. Data yang dikumpulkan. 

Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penulisan 

penelitian ini, maka data-data yang akan dimpulkan oleh peneliti dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Data Primer 

1. Pengertian kejahatan elektronik dan pornografi. 

                                                 
12 Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di 
Indonesia,  (Jakarat: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 1. 
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2. Sanksi hukum kejahatan elektronik dan pornografi. 

3. Pertimbangan hakim dalam kejahatan elektronik dan pornografi.  

b. Data Sekunder 

1. Pengertian kejahatan elektronik dan pornografi. 

2. Sanksi hukum kejahatan elektronik dan pornografi. 

3. Pertimbangan hakim dalam kejahatan elektronik dan pornografi. 

2. Sumber Data 

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan oleh peneliti 

dalam penulisan penelitian ini secara tepat dan menyeluruh, maka peneliti 

menggunakan dua bentuk sumber data sebagai berikut: 

a. Sumber Primer 

Sumber data primer yaitu merupakan sumber data utama 

dalam penelitian ini yang diperoleh oleh peneliti dari sumbernya 

secara langsung. Adapun yang dimaksud dengan data primer yaitu: 

1) Putusan hakim terhadap tindak pidana elektronik dalam putusan 

Nomor: 2191/Pid.B/2014/PN.Sby. 

b. Sumber Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu merupakan data pendukung 

yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini. Adapun 

data sekunder yang dimaksud yaitu: 

1. Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, Formulasi Syari’at Islam 

dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2006) 
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2. Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syari’at Islam, Hudud dan 

Kewarisan. (Radja Grafindo: Jakarta, 1404 H) 

3. Djazuli, Fiqh Jinayat (Menanggulangi Kejahatan dalam Islam). 

Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2000 

4. Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Al-Syariyatu Fi Al- 

Islami, terjemah Khikmawati (Jakarta : Amzah, 2010).xv ; Al-

Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam, Juz II (ttp : Daar al-

Fikr littibaa’ah wa al-Nasyr). 

3. Teknik pengumpulan data 

Untuk memperoleh data-data yang peneliti butuhkan dalam 

penulisan penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa tekhnik 

pengumpulan data agar dapat memperoleh data yang akurat dan sesuai 

dengan kajian penelitian ini, yaitu dokumentasi. 

Dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi 

berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Didalam 

melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda 

tertulis seperti buku-buku, dokumen peraturan-peraturan, notulen rapat, 

catatan harian, dan sebagainya.
13

  

 

 

 

                                                 
13 Ibid., 125. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

15 

4. Tekhnik pengolahan data 

Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa data-data 

yang telah dikumpulkan, maka peneliti menggap perlu melakukan 

pengolahan data melalui beberapa teknik sebagai berikut: 

1. Pengeditan: Yaitu memeriksa kelengkapan data-data yang sudah 

diperoleh. Data-data yang sudah diperoleh diperiksa dan dieedit 

apabila tidak terdapat kesesuaian atau relevansi dengan kajian 

penelitian. 

2. Pemberian kode: Yaitu memberikan kode terhadap data-data yang 

diperoleh dan sudah dieedit, kemudian dikumpulkan sesui dengan 

relevansi masing-masing data tersebut. 

3. Pengkategorisasian: Yaitu dengan mengkategorisasikan atau 

mensistematisasikan data. Data yang sudah diedit dan diberi kode 

kemudian diorganisasikan sesuai dengan pendekatan dan bahasan 

yang telah dipersiapkan. 

5. Tekhnik analisa data 

Setelah seluruh data-data yang dibutuhkan oleh peneliti 

terkumpul semua dan sudah diolah melalui teknik pengolahan data yang 

digunakan oleh peneliti, kemudian data-data tersebut dianalisis. Bogdan 

menyatakan: ‚Bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, cacatan 
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lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan 

temuannya dapat mudah diinformasikan kepada orang lain.
14

 

Untuk menganalisa data yang sudah dikumpulkan dan diolah 

melalui teknik pengolahan data, penulis menggunakan metode deskripif. 

Metode deskriptif yaitu merupakan salah satu metode analisa data dengan 

mendeskripsikan fakta-fakta secara nyata dan apa adanya sesuai dengan 

objek kajian dalam penelitian ini.
15

 yaitu mendeskripsikan tindak pidana 

transanksi elektronik dan pornografi dalam perspektif fiqh jina>yah. 

Selain itu, peneliti juga menggunakan metode deduktif untuk 

menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh peneliti 

dalam penelitian ini. Metode deduktif yaitu metode analisa data dengan 

memaparkan data yang telah diperoleh secara umum untuk ditarik 

kesimpulan secara khusus. Peneliti menggunakan metode ini untuk 

memaparkan secara umum mengenai pertimbangan hukum hakim dalam 

putusan nomor: 2191/ Pid.B / 2014/ PN.Sby tentang hukuman elektronik 

dan pornografi, dan analisis fiqh jinayah terhadap pertimbangan hukum 

hakim dalam putusan Nomor: 2191/Pid.B/2014/PN.Sby tentang hukuman 

bagi pelaku gabungan tindak pidana transaksi elektronik dan pornografi 

kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.  

 

 

                                                 
14 Sugiyono, Metode Penelitian.,  224. 
15 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rieneka 

Cipta, 2006), 155. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah peneleliti dalam menyusun penulisan penelitian 

ini secara sistematis, dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil 

penelitian ini, maka peneliti mensistematisasikan penulisan penelitian ini 

menjadi beberap bab, sebagai berikut: 

BAB I: Pendahulun, dalam bab ini peneliti memaparkan seluruh isi 

penelitian secara umum yang terdiri dari: A. Latar belakang, B. Identifikasi 

dan batasan masalah, C. Rumusan masalah, D. Tujuan penelitian, E. 

Kegunaan hasil penelitian, F. Kajian Pustaka, G. Definisi Operasional, H. 

Metode penelitian, I. Sistematika pembahasan. 

BAB II: Landasan teori, dalam bab ini peneliti akan membahas 

tentang Pengertian A. Cyber Crime Takzi>r  dan, B. Dasar Hukum tentang 

Cyber Crime Takzi>r  dan, C. Macam-Macam Cyber Crime Takzi>r  dan, D. 

Sanksi perbuatan Cyber Crime Takzi>r  dan. 

BAB III: Pada bab ini, penyajian data yang akan mendeskripsikan 

pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor: 2191/Pid.B/2014/PN.Sby 

tentang tindak pidana transaksi elektronik dan pornografi. 

BAB IV: Analisis Fiqh Jinayah terhadap putusan Nomor: 

2191/Pid.B/2014/PN.Sby tentang tindak pidana transaksi elektronik dan 

pornografi. 

BAB V: Penutup, yang terdiri kesimpulan dan saran 


